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Responsibilitas birokrasi dalam penyediaan layanan kesimpulan ydagat di
ambil mengenaresponsibilitas yang dilakukan oleh Kantor Kecamatan Samarinda
Ulu sudah baik berdasarkan kepada jawaban resposhgnmerasa puas dengan
pelayanan yang diberikan oleh pegawai-pegawainyaakhir peneliti dapat
mengambil kesimpulan mengenakuntabilitas yang dilakukan oleh pegawai
Kecamatan Samarinda Ulu sudah baik menurut respordimana pegawai
menjalankan peraturan yang diharuskan dan memakaterbukaan didalam
semua pelayanan dan tidak ada satupun yang ditutal@im setiap rincian
pelayanannya. Dari kesimpulan-kesimpulan diatas amakapat diketahui
kecamatan samarinda ulu telah melakukan pelayaféhPedengan sangat baik
dan sesuai dengan teori dan peraturan-peraturanagsn

Kendala yang dihadapi Kantor kecamatan Samarindaadélah tentang
sarana dan prasarana pelayanan e-KTP diKantor kgaansamarinda Ulu adalah
mengenai ruang tunggu yang kurang memadai dimaragriwnggu terletak diluar
gedung dan hanya diberikan tenda untuk atapnyajnhaérjadi karena Kantor
Kecamatan Samarinda Ulu saat itu sedang dalam tamgvasi.Oleh karena itu
untuk sarana dan prasarana yang kurang baik meresponden dapat diberikan
tempat yang nyaman sebagai ruang tunggu atau khipekipas angin sebagai
fasilitas agar tidak ada keluhan dari masyarakatl&lenya ruang tunggu di pindah
ke ruangan kosong yang dimiliki oleh Kecamatan Samda Ulu kemudian
kendala yang kedua adalahtentang Proses pembu#&R &ingga selesai cetak
dan dibagikan tergolong sangat lama karena bisaakemwaktu berbulan-bulan
karena proses tersebut terjadi di Pemerintahart pluskkarta, belum lagi proses
pengiriman yang bisa terhambat sehingga masyarakageluh karena lamanya
waktu tersebut.Oleh karena itu Sebaiknya Kantoralketan Samarinda Ulu
menjelaskan lebih detaill mengenai kendala dalansegsropembuatan e-KTP
tersebut hingga selesai cetak dan didapat di edatkpada masyarakat bahwa
kendala tersebut bukan dari terjadi dari Kantor dfeatan Samarinda Ulu
melainkan dari Pemerintah Pusat.
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mereka peroleh, dalam hal ini berdasarkan daril hzeaelitian dapat
diketahui bahwa masyarakat Kecamatan Samarind&®élium puas karena
hasil penelitian menunjukan jawaban kurang baikjlhai didapat karena
sarana dan prasarana yang digunakan Kantor kecarBataarinda Ulu
sedang dalam tahap perbaikan sehingga pelayandPedaksanakan di
tempat seadanya yang terbilang kurang memadai ggghimasyarakat
mengeluh dan menjawab kurang baik.
3. Responsivitas dalam layanan
Menurut teori kemampuan birokrasi untuk mengenatbutuhan
masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayandan
mengembangkan program-program pelayanan publik sgsesdengan
kebutuhan masyarakat dan aspirasi masyarakat laekdasteori dan hasil
penelitian peneliti dapat diketahui bahwa Kantarakeatan samarinda ulu
telah melaksanakan berdasarkan teori dan mampuemnaidgebutuhan
juga merespon kebutuhan masyarakat dengan baik
4. Reponsibilitas
Menurut teori menjelaskan apakah birokrasi pubtik dilakukan
sesuai dengan prinsip-prinsip admnistrasi yang tbeleagan kebijakan
birokrasi, dari hasil penelitian yang didapatkaia Kantor kecamatan
Samarinda ulu telah melakukan prinsip-prinsip adstiasi dengan baik
maka diketahui bahwa Kantor kecamatan Samarinda UJapat
menjalankan prinsip-prinsip dan kebijakan birokrassuai dengan teori
yang telah ada mengatur birokrasi di Indonesia
5. Akuntabilitas
Menurut teori yaitu menunjuk pada seberapa besdijakan dan kegiatan
birokrasi publik pada pejabat politik yang dipildieh rakyat, berdasarkan dari
hasil penelitian diketahui bahwa masyarakat merjalak, hal ini karena Kantor
Kecamatan Samarinda Ulu telah melakukan kebijakan kkegiatan birokrasi
sesuai dengan teori yang ditetapkan pemerintamggdimasyarakat dapat puas
dengan pelayanan yang diberikan kantor kecamataargada ulu
Penutup
Kinerja Pelayanan e-KTP tediri dari beberapa intdikgang penulis teliti
adalahProduktivitas dalam pelayanan mendapatkan Produktivitas yangukén
oleh Kantor Kecamatan Samarinda Ulu sudah baik di@kukan dengan benar
oleh pegawai-pegawai Kantor kemudian dalam Kuali@ganan yang diberikan
oleh Kantor Kecamatan Samarinda Ulu sudah baik aé&api untuk sarana dan
prasarana kurang baik dimana saat itu proses pearbaeKTP di letakkan dalam
sebuah ruang yg kurang nyaman yang terpaksa déakukarena gedung
Kecamatan Samarinda Ulu sedang dalam tahap renpsagienahan gedung dan
untuk waktu yang dijanjikan dalam proses pembueat&TP hingga selesai adalah
kendala yang terjadi diluar kuasa Kantor Kecam&amarinda Ulu karena proses
pembuatan dan pencetakan e-KTP hanya di pusat peatman yaitu di
Jakarta.kemudian peneliti juga mendapatkan kesempaiengenaResponsivitas
pegawai dalam pemberian pelayanan sudah sangas kagena pegawai Kantor
cepat tanggap dalam memenuhi kebutuhan masyarakain dpelayanan. Dan
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b. Tanggapan masyarakat mengenai kemampuan pegawam dal
mengenali kebutuhan masyarakat didapat hasil sakab@% dari 60
orang responden menjawab baik.

c. Tanggapan masyarakat mengenai priotitas pelayanamtoK
Kecamatan Samarinda Ulu didapat hasil 61% darir@@gresponden
menjawab baik.

D. Responsibilitas

Untuk indikator keempat mengenai Responsibilitas 8apertanyaan
yang diberikan didapatkan hasil persentase sebagut:

a. Tanggapan responden mengenai kebijakan pelayanarKadtor
Kecamatan Samarinda Ulu didapat hasil sebanyak @%060 orang
responden menjawab baik.

b. Tanggapan responden Mengenai Prinsip-prinsip yaitgrapkan
didapat hasil sebanyak 67% dari 60 orang respomdgnawab baik.

c. Tanggapan responden mengenai kejelasan prosedayapeh yang
diberikan didapat hasil sebesar 64% dari 60 orasganden menjawab
baik.

E. Akuntabilitas

Untuk indikator kelima mengenai akuntabilitas dapertanyaan yang

diberikan didapatkan hasil persentase sebagaiuterik

a. Tanggapan masyarakat mengenai keterbukaan pelayeuk@P di
Kantor Kecamatan Samarinda Ulu didapat hasil péisersebanyak 61
% dari 60 orang responden menjawab baik.

b. Tanggapan responden saat menerima pelayanan yaegkdn adalah
baik didapat dari 64% jawaban dari 60 orang respond

c. Tanggapan masyarakat tentang kebijakan memenuhutken
masyarakat didapat hasil sebanyak 65% dari 60 orasgonden
menjawab balik.

Kemudian Dari tiap-tiap pertanyaan dan hasil pdesen diatas dapat

disimpulkan dari tiap indikator yaitu :

1. Produktivitas dalam pelayanan

menurut teori adalah mengukur tingkat efisiensiget juga
mengukur efektivitas pelayanan. Produktivitas padaumnya dipahami
sebagai ratio antara input dan ouput, dari teoni lfasil penelitian dapat
disimpulkan bahwa Kantor Kecamatan Samarinda Ukhtenenjalankan
Produktivitas dengan baik sesuai dengan teori ydikgtahui untuk
mencapai hasil kinerja yang baik.
Kualitas dalam Pelayanan

menurut teori Dwiyanto adalah kepuasan masyarakdtadap
layanan dapat dijadikan indikator kinerja birokrgmiblik. Keuntungan
utama menggunakan kepuasan masyarakat sebagaitordiinerja adalah
informasi mengenai kepuasan masyarakat seringkakdia secara mudah
melalui media massa atau diskusi publik mengenalitas pelayanan yang
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membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami olehselirdiri maupun orang
lain.

Metode yang di gunakan dalam penelitian adialah statistik deskriftif.
Menurut Sugiyono (2010:147) Statistik deskriptibah statistik yang digunakan
untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsittan menggambarkan data
yang telah terkumpul sebagai mana adanya tanpaakeuth membuat kesimpulan
yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Hasil Pendlitian

Berdasarkan 5 indikator yaitu produktivitas dalanyalean,sarana dan
prasarana pelayanaresponsivitas, responsibilitas, danakuntabilitas yang di teliti
untuk mengukur kinerja pelayanan e-KTP dikantorakeatan samarinda ulu yang
penulis teliti adalah sebagai berikut :

A. Produktivitas

Untuk indikator pertama mengenai produktivitas pisnmemberikan 3

pertanyaan yang masing-masing mendapat hasil passesebagai berikut

yaitu :

a. Tanggapan masyarakat mengenai sikap yang dibepkgawai saat
melayani pembuatan e-KTP, dari 60 orang respon@éh @enjawab
baik.

b. Tanggapan masyarakat mengenai tata cara pelayamgndyakukan
oleh pegawai di Kecamatan Samarinda Ulu dari 6@igr@sponden
sebanyak 63% menjawab baik.

c. Tanggapan masyarakat mengenai pelayanan yang kdibemleh
pegawai apakah sudah cukup produktif bagi masygrdia 60 orang
responden sebanyak 61% baik.

B. Kualitas Pelayanan
Untuk indikator kedua mengenai Kualitas pelayanam 8 pertanyaan
yang diberikan didapat hasil persentase sebag&uber

a. Tanggapan responden mengenai sarana pelayanan diorKa
Kecamatan Samarinda ulu 43% menjawab kurang baik6@aorang
responden

b. Tanggapan masyarakat mengenai waktu yang dijanjledeim proses
pembuatan e-KTP dari 60 orang responden 59% mehjaurang baik

c. Tanggapan responden mengenai transparasi dalaryapata e-KTP
dari 60 orang responden sebanyak 61% menjawab baik

C. Responsivitas
Untuk indikator ketiga dalam kinerja mengenai rempdtas dari 3
pertanyaan yang diberikan didapatkan hasil presers@bagai berikut :

a. Tanggapan responden mengenai respon pegawai dat@anbemkan
pelayanan didapat hasil sebanyak 70% dari 60 onm@sgponden
menjawab baik.
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Sementara itu menurut Peraturan Daerah Kota Sat@aNomor 34 Tahun
2003, Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e -KTP) adatartu sebagai identitas
diri bagi setiap penduduk dalam wilayah Negara Ripuifdonesia. Kartu Tanda
Penduduk dapat dikatakan sebagai dokumen sekuanitg yharus dimiliki oleh
setiap warga Negara Indonesia (WNI) ataupun warggah asing (WNA) yang
tinggal dan menetap di Indonesia sebagai tanda Binkatau legitimasi, sehingga
pengelolaanya perlu diatur secara terpadu.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, yangk$ud dengan e-
KTP adalah Elektronik —Kartu Tanda Pengenal merapdkartu Tanda Penduduk
yang dibuat secara elektronik, dalam artian barksayi fisik maupun penggunaan
berfungsi secara komputerisasi.

Menurut Permendagri Nomor 9 tahun 2011 tentang rpedopenerbitan
Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor induk Keperkhrmdwsecara nasional
dalam pasal 1 ayat (9) menjelaskan tentang KTPalseslNIK secara nasional
yang selanjutnya disebut KTP Elektronik adalah K@ERg memiliki spesifikasi
dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanasukhyang berlaku sebagai
identitas resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kepehdkan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten/ Kota.

Jadi yang dimaksud dengan e-KTP ialah Kartu Tanead&uk yang
dibuat secara elektronik yang berfungsi secara kbenigasi dan memiliki
spesifikasi dan Format KTP Nasional yang dilindudgngan sistem pengamanan
khusus sebagai identitas resmi penduduk yang dkarb oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

M etode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe deskryang dimaksudkan
untuk memberikan gambaran secara jelas mengenalahawasalah yang diteliti,
menginterpretasikan serta menjelaskan datarssesistematis. Dasar penelitian
ini adalah survey, yaitu pembagian kuesioner kepemgponden yang berisi
pertanyaan-pertanyaan mengenai hal yang bengabu dengan penelitian.
Dalam penelitian ini penulis, menggunakan pendekktentitatif untuk mengolah
data- data yang diperoleh dari lokasi penelitiamasha data kuantitatif menurut
Sugiyono (2006:14) merupakan data yang yang bearkeangka atau data
kualitatif yang diangkakan. Pendekatan kudiiftitayaitu  pencarian
data/informasi dari realitas permasalahan yam@ @engan mengacu pada
pembuktian konsep/teori yang digunakan.

Sebagaimana jenis penelitian ini, peneliti akan ggambarkan atau
memaparkan suatu keadaan secara objektif yang mangmerja pelayanan e-
KTP pada kantor Kecamatan Samarinda Ulu Kota Sadwsar

Analisis yang digunakan Menurut Sugiyono (2005:&8alisis data adalah
proses mencari dan menyusun secara sistematisydatpa diperoleh dari hasil
wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, desgganmengorganisasikan
data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unif-umelakukan sintesa,
menyusun kedalam pola, memilih mana yang pentingydag akan dipelajari, dan
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secara mudah melalui media massa atau diskusikpui@ingenai kualitas
pelayanan yang mereka peroleh.

3. Responsivitas yaitu kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuha
masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayaaanmengembangkan
program-program pelayanan publik sesusai dengamtlkiedin masyarakat dan
aspirasi masyarakat.

4. Reponshilitas yaitu menjelaskan apakah birokrasi publik itu klilkan sesuai
dengan prinsip-prinsip admnistrasi yang benar denggbijakan birokrasi,
baik yang eksplisit maupun implisit, Levine dalawiianto ( 2006:51). Oleh
sebab itureponsbilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan
responsivitas.

5. Akuntabilitas yaitu menunjuk pada seberapa besar kebijakan dgiat&a
birokrasi publik pada pejabat politik yang dipibkeh rakyat. Asumsinya ialah
bahwa para pejabat politik tersebut karena dipileh rakyat, dengan
sendirinya akan selalu memprioritaskan kepentingalolik. Dalam konteks
ini konsepakuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar
kebijakan dan kegiatan birokrasi publik itu korsistiengan kehendak public

Pengukuran kinerja pada dasarnya digunakan untekilagn atas
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiaigrgpn dan kebijakan sesuai
dengan sasaran dan tujuan yang telah di tetapkamdangka mewujudkan misi
dan visi instansi pemerintah.Menurut Dwiyanto(2dd%: dalam pasalong
(2011:182) mengatakan bahwa penilaian kinerja nakamp suatu kegiatan yang
sangat penting sebagai ukuran keberhasilan suaanisasi dalam mencapai
misinya.

Pelayanan Publik

Pelayanan publik menurut sinambela (2005:5) daldarbani Pasalong
(2011:128) adalah setiap kegiatan yang dilakukaeh gbemerintah terhadap
sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yargguntungkan dalam suatu
kumpulan atau kesatuan,

Agung Kurniawan (2005:6) mengatakan bahwa pelayapablik adalah
pemeberian pelayanan (melayani) keperluan orang déu masyarakat yang
mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesumjagieaturan pokok dan tata
cara yang telah ditetapkan.menurut Pandji Santd889(35) Pelayanan publik
adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah ,pihasta atas nama pemerintah
ataupun pihak swasta kepada masyarakat dengantaipa pembayaran guna
memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakat.

Pengertian e-KTP

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Kartu &aRdnduduk
Elektronik, selanjutnya disingakat e-KTP adalamtdas resmi penduduk sebagai
bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksamayang brlaku di seluruh
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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New Public Service

umum menurut Harbani Pasolong NPS dtew Publik service adalah suatu
paragdima yang muncul setelah NPM vyang lebih Hiea pada nilai-nilai
demokrasi, kewarganegaraan, dan pelayanan untuenkegan publik sebagai
norma mendasar lapangan administrasi publik.

Good Governance

Definisi Good Governance menurut Robert Charlick dalam Pandji Santosa
(2009:130) sebagai pengelolaan segala macam upusdik secara efektif melalui
pembuatan peraturan dan/atau kebijakan yang alesahuhtuk mempromosikan
nilai-nilai kemasyarakatan.

Kinerja
Pengertian atau definisi kinerja adalah menurut RuByars (1981:375)

dalam Harbani Pasalong (2011:175) kinerja ada&ffagai tingkat pencapaian

hasil , menurut interplan (1969:15) kinerja  adalatberkaitan
operasi,aktivitas,program dan misi organisasi. §inadalah sesuatu yang dicapai
atau prestasi yang diperlihatkan (Kamus Besar Balmamesia, 2001). Menurut

Rivai (2005:309) kinerja merupakan perilaku nyatagydi tampilkan setiap orang

sebagai prestasi kerja yang dihasilkkan oleh kargawsesuai dengan

perannya.kinerja menurut Berman dalam keban (2008:2@8alah pemanfaatan
sumberdaya secara efisien dan efektif untuk memndagsl. Sedangkan kinerja

organisasi menurut Atmosudirjo (1997:11) dalam ldarbPasalong (2011:176)

mengatakan bahwa kinerja organisasi adalah efeddiviorganisai secara

menyeluruh untuk kebutuhan yang di tetapkan déiag&elompok yang bekenaan
melalui usaha-usaha yang sistemik dan meningkakemampuan organisasi
secara terus-menerus untuk mencapat kebutuhanceen sfekiif.

Indikator kinerja adalah ukuran yang menggambatkagkat pencapaian
suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkagademempertimbangkan
indikator masukan
(inputs), keluarangutputs),hasiloutcomes), manfaatipenefit), dampakimpact). Menu
rut Dwiyanto (2006:50-51) dalam Harbani pasalon@l@178-179) menjelaskan
beberapa indikator yang digunakan untuk mengukueria birokrasi publik yaitu:
1. Produktivitasyyaitu tidak hanya mengukur tingkat -efisiensitetgpga

mengukur efektivitas pelayanan. Produktivitas padaumnya dipahami
sebagai ratio antara input dan ouput, menurut Deraduktivitas Nasional
yang dimaksud dengan produktivitas adalah suatapsikental yang selalu
berusaha dan mempunyai pandangan bahwa mutu kehidgi ini (harus)
lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok lekaikidari hari ini.

2. Kualitas layanan yaitu cenderung menjadi pentingrdamenjelaskan kinerja
organisasi pelayanan publik, Menurut Dwiyanto kesama masyarakat
terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinef#okrasi publik.
Keuntungan utama menggunakan kepuasan masyarakagaseindikator
kinerja adalah informasi mengenai kepuasan masgaisdingkali tersedia
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Seiring dengan ditetapkan nya undang-undang Pehbwe35 tahun 2010
tentang perubahan atas Perpres No0.26 tahun 2008emanditerapkannya KTP
berbasis nomor induk kependudukan (NIK) yang duselengan E-KTP.

Adapun E-KTP atau KTP Elektronik adalah dokumenekejudukan yang
memuat sistem keamanan pengendalian baik dari aglsiinistrasi ataupun
teknologi informasi dengan berbasis pada databaggenkludukan nasional.
Penduduk hanya di perbolehkan memiliki 1 (satu) KBRg tercantum nomor
induk kependudukan (NIK). NIK merupakan identitasdgal setiap penduduk dan
berlaku seumur hidup, Nomor NIK yang ada di E-KTdhtmya akan di jadikan
dasar dalam penerbitan paspor,Surat I1zin menge(®ill), Nomor pokok wajib
pajak (NPWP), polis asuransi, sertifikat atas tamim penerbitan dokumen
identitas lain.

Di Indonesia sendiri pembuatan KTP sebelumnya tdi&enal masyarakat
dimana dalam hal pelayanannya yang kurang efiseam shngat lamban,juga
terkenal menjadi ajang untuk pungutan liar sehinggayarakat menjadi kecewa
dengan pelayanan publik pemerintah.

Oleh karena itu dengan adanya Program E-KTP ima jdigujukan untuk
meningkatkan kinerja pelayanan pemerintahan yatgmseini terkenal dengan
berbagai kecurangan oknum oknum dalam prosesnya #@dak ada lagi
kecurangan-kecurangan yang dilakukan karena dalaosep nya E-KTP
menggunakan basis data dan teknologi yg canggih.

Dimana praktek pungutan liar tidak dapat di gunakegi. Cara ini juga
digunakan pemerintahan dalam meningkatkan kinegiypnan pemerintahan
daerah yang dahulu terkesan lamban dan jika ingisgs cepat harus bersedia
untuk mengeluarkan uang sebagai ganti kinerja paiggamg membuatnya.
Permasalahan yang terjadi sekarang adalah lambatogas pengolahan e-KTP
yang memakan waktu berbulan-bulan dan juga masigaiaya keluhan-keluhan
mengenai kinerja aparatur pemerintahan karena adbelgerapa alasan, layanan
terkesan lambat, perlakuan diskriminatif dan kurtnagsparansi sehingga kesan
yang didapat semua kinerja yang dilakukan oleh aparpemerintah terkesan
buruk dan mengecewakan hanya karena oknum — okrang fianya mencari
keuntungan.]

Kerangka Dasar Teori
New Public Management

Secara umum menurut Harbani Pasolong NPS BAew Publik service
adalah suatu paragdima yang muncul setelah NPMg ietnh diarahkan pada
nilai-nilai demokrasi, kewarganegaraan, dan pelagamtuk kepentingan publik
sebagai norma mendasar lapangan administrasi pugddangkan menurut NPS
Yeremias.T.Kaban NPS atawew public service adalah yang birokrasi harus
dibangun agar dapat memeberi perhatian kepadagpelaymasyarakat sebagai
warga Negara( bukan sebagai pelanggan), mengutami@entingan umum,
mengikutsertakan warga masyarakat, berfikir stratdgn bertindak demokratis,
memperhatikan norma ,nilai dan standar yg ada darghargai masyarakat.
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Studi Tentang Kinerja Pelayanan Pembuatan KTP Elektronik
(E-KTP) Di Kantor Kecamatan Samarinda Ulu Kota
Samarinda

Rezza Perdana Suryana Putra

Abstrak
Pendlitian ini untuk Untuk mengetahui kinerja dan hasil pelayanan e-KTP
di Kantor Samarinda Ulu Populas yang diambil dalam penelitian ini adalah 60
orang yang sedang menerima pelayanan e-KTP . Analisis data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah dtatistic deskriftif dengan instrument skala
likert.Berdasarkan analiss data dan penyajian data diagram dapat diketahui
bahwa rata-rata responden menjawab baik dan cukup baik dalam dalam pendapat
mengenai kinerja yang dijalankan Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh
penulis, kinerja pelayanan e-KTP diKantor Kecamatan Samarinda sudah cukup
baik dan sesuai ,hanya yang perlu ditingkatkan adalah sarana dan prasarana yang
dibutuhkan untuk menjalankan kinerja lebih baik

Kata Kunci :kinerja pelayanan e-KTP

Pendahuluan

Paradigma Baru penyelenggaraan pemerintahan telabmbawa
konsekuensi bagi lembaga pemerintah di tingkat tpbsggga daerah . hal ini
tercermin dalam teks penyelenggaraan pemerintamaldagang otonom dan
terdesentralisasi dari paradigma lama yang semudigvah kendali langsung
dari pusat. konsep desentralisasi secara umumikdiartsebagai pemberian
wewenang atasan(pemilik wewenang), kepada bawaletaekcanaan).

Permasalah yang sedang berkembang sekarang adatgemai kurangnya
kinerja pelayanan daerah yang sangat tidak memoaskesyarakat. Kinerja itu
sendiri adalah suatu kondisi yang harus diketahuidi konfirmasi kepada pihak
tertentu untuk mengetahui pencapaian hasil sedangktayanan publik adalah
kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemaenkebutuhan pelayanan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagp searga negara dan
penduduk atas barang,jasa dan/atau pelayanan athatifiyang disediakan oleh
penyelenggara pelayanan publik atau penyelenggampakan setiap instusi
penyelenggara Negara,lembaga independen yang dikbé&erdasarkan undang-
undang untuk kegiatan pelayanan publik dan bad&urhuain yang di bentuk
semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
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